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I. PENDAHULUAN 

A. Dasar Kunjungan Kerja 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan 

perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam 

melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat 

mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya. 

Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Koperasi dan UKM, 

BUMN, dan Investasi melalui Panitia Kerja (Panja) Pangan dan Barang 

Kebutuhan Pokok melakukan kunjungan kerja Panja Pangan dan Barang 

Kebutuhan Pokok ke Perum Bulog di Sragen, Provinsi Jawa Tengah. 

Kunjungan kerja Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok ini dalam rangka 

melakukan Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur Pabrik 

Penggilingan dan Pengolahan Beras Modern / Rice Mill Unit Bulog. 
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Pada kesempatan tersebut Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok 

Komisi VI DPR RI juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja 

Perum Bulog, yang merupakan perusahaan umum milik negara yang bergerak 

di bidang logistik pangan. Kunjungan Kerja ini dirasakan perlu mengingat 

ruang lingkup bisnis Perum Bulog sangat penting dalam mendukung 

terwujudnya Ketahanan Pangan, meliputi usaha logistik/pergudangan, survei 

dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, 

perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran.  

Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari 

pemerintah, Perum Bulog  ditugaskan untuk tetap melakukan kegiatan 

menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya 

harga pokok, menyalurkan beras untuk bantuan sosial (Bansos) dan 

pengelolaan stok pangan. 

 Saat ini Pemerintahan Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus 

kepada masalah Ketahanan Pangan Nasional mengingat isu pangan global 

yang rawan yang memang perlu diantisipasi oleh Indonesia. Panja Pangan dan 

Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI mendapat masukan adanya 

kekhawatiran terhadap kecukupan pangan terutama beras sebagai makanan 

pokok utama rakyat serta bahan pangan lainnya seperti beras, daging dan 

kedelai. 

B. Objek Kunjungan Kerja. 

Obyek Kunjungan Kerja (Kunker) Panja Pangan dan Barang Kebutuhan 

Pokok pada tanggal 17 s.d. 19 November 2022 ini adalah Sragen, Provinsi 

Jawa Tengah 

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja 

Secara umum Kunjungan Kerja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok 

Komisi VI DPR RI pada masa Persidangan II ini bertujuan untuk mengawasi 

secara langsung sekaligus mendapatkan gambaran dan penjelasan dari 



3 

Perum Bulog beserta anak perusahaan sejauh mana infrastruktur pengolahan 

yang dibangun oleh Perum Bulog terutama rice milling center (RMC) serta 

gudang distribusi ke wilayah yang rentan kerawanan pangan. 

Lebih jauh, Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR 

RI bermaksud melihat upaya Perum Bulog berkoordinasi dengan 

Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan terpenuhinya stok pangan 

untuk kebutuhan nasional.  

Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI merasa 

perlu melakukan pengawasan mengingat hal ini dinilai penting dalam upaya 

memberikan dukungan Perum Bulog,  dengan tujuan mendorong percepatan 

kemandirian pangan seperti; 1) sejauh mana pelaksanaan  kebijakan dalam 

rangka menjamin ketersediaan stok pangan yang cukup terutama beras untuk 

kebutuhan penyaluran di seluruh wilayah Indonesia dan 2) sejauh mana Perum 

Bulog turut berperan serta dalam usaha memberdayakan dan 

mengembangkan kondisi ekonomi sosial masyarakat/lingkungan sekitar 

melalui Program Kemitraan Mitra Kerja Pengadaan (MKP) Dalam Negeri.  

Selain itu, Komisi VI DPR RI berkeinginan melihat langsung bagaimana 

Perum Bulog melaksanakan amanat UU tentang upaya mewujudkan 

ketahanan pangan seperti yang terdapat dalam UU No. 18/2012 tentang 

Pangan; Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara 

sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang 

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan 

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan; 

Keberadaan infrastruktur rice milling centre menjadi sangat penting agar 

beras dan hasil panen bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama, terhindar 

dari jamur akibat kandungan air, dan dapat dilepas ke pasar ketika ada potensi 

harga yang melambung serta jika memungkinkan tentunya dapat pula 

diekspor. 

Secara lebih khusus, kunjungan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana 
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infrastruktur pengolahan yang dibangun oleh Perum Bulog terutama rice 

milling center (RMC) serta gudang distribusi ke wilayah yang rentan 

kerawanan pangan serta tata kelolanya. 

D. Agenda Kunjungan Kerja 

Kunjungan Kerja Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi 

VI DPR RI ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dilaksanakan dengan agenda 

pertemuan dan diskusi pendalaman dengan jajaran direksi Perum Bulog dan 

anak perusahaannya membahas kinerja Perusahaan. 

  

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja 

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Panja Pangan dan 

Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI ke Sragen, Provinsi Jawa Tengah 

sebagai berikut: 

 

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA PANJA PANGAN DAN BARANG KEBUTUHAN 

POKOK 

Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI 

mengadakan Kunjungan Kerja ke Perum Bulog, dalam rangka melihat secara 

langsung sejauh mana penerapan Good Corporate Governance dengan baik dan 

NO

. 

NO. 

ANGG

. 

N   A   M   A KETERANGAN 

1.  A-318 M. SARMUJI, S.E., M.Si.  

KETUA TIM/ WK 

KETUA KOMISI VI/ 

F.PG 

2.  A-208 dr. H. MUFTI A.N. ANAM F.PDIP 

3.  A-195 Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M,Si F.PDIP 

4.  A-302 NUSRON WAHID F.PG 

5.  A-115 KHILMI F.GERINDRA 

6.  A-374 H. SUBARDI, S.H., M.H. F.NASDEM 

7.  A-25 SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.AP. F.PKB 

8.  A-554 
DR. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Comm., 

M.Sc. 
F.PD 

9.  A-485 Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A. F.PAN 

10.  A-472 Dr. H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M. Si F.PPP 
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konsisten di Perusahaan tersebut dalam upaya mendukun Ketahanan Pangan 

Nasional.  

Dalam kesempatan tersebut Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok   

Komisi VI DPR RI menyoroti bagaimana mekanisme Perum Bulog dalam 

menjamin ketersediaan pangan dan menjaga kestabilan harga pangan yang 

terjangkau utamanya beras, kedelai, jagung dan daging. 

 

Beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat dikonfirmasi kepada 

Perum Bulog. Utamanya, terkait dengan stok Beras, Komisi VI DPR RI 

menanyakan mengapa pada tanggal 18 November 2022, dikutip dari media 

massa, Perum Bulog memastikan pasokan beras nasional yang dikuasai 

pemerintah jumlahnya memadai untuk enam bulan ke depan. Kemudian Perum 

Bulog mengungkapkan rencana mengimpor beras. Di mana, sebelumnya 

dikatakan, Bulog memiliki komitmen stok beras sebanyak 500 ribu ton di luar 

negeri dan masyarakat tak perlu khawatir karena Perum Bulog menjamin 

kebutuhan beras dengan harga yang terjangkau meskipun harga beras di 

pasaran mengalami kenaikan. Lalu pada 23 November 2022 Perum Bulog 

mengatakan dikutip dari media Perum Bulog mengungkapkan rencana 

mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton.   

 Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI DPRRI juga menanyakan 

berbagai masalah seperti sejauh mana manfaat Rice Mills Centre yang dibangun 

senilai 90 milyar terhadap kemaslahatan petani. Selain itu, Panja Pangan dan 

Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI menanyakan sejauh mana Perum 

Bulog Bulog bertransformasi menuju digital, mengingat upaya tersebut dinilai 

sangat penting bagi kinerja perusahaan terutama dalam melakukan pemantauan 

data stok pangan nasional dan pemetaan daerah rawan pangan.    

Masalah lain yang juga menjadi perhatian adalah terkait dengan kehadiran 

Direktur Utama Perum Bulog yang tidak hadir dalam kunjungan kerja tersebut 

namun diwakili oleh Bapak Purnomo Sinar Hadi, selaku Direktur Human Capital 

Perum Bulog.  

Dari penjelasan Perum Bulog pada saat kunjungan kerja ini dilakukan, 

beberapa masalah terkait kinerja perusahaan dapat terungkap seperti yang 

tersebut di bawah ini: 
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1. Saat ditanya oleh Anggota Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi 

VI DPR RI Bagaimana mekanisme Perum Bulog dalam menjamin ketersediaan 

pangan dan menjaga kestabilan harga pangan yang terjangkau utamanya 

beras, kedelai, jagung dan daging., maka dipaparkan sebagai berikut: 
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2. Dari pendalaman bagaimana Perum Bulog melakukan program Beras Bantuan 
Sosial (Bansos), sejauh mana pelaksanaannya disampaikan dalam paparan di 
bawah ini:  
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1. Saat ditanya Pada 14 April 2022, impor daging kerbau beku tiba di Indonesia 

yang dikatakan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri tahap pertama 

sebanyak 20 ribu ton dan tahap kedua ysebanyak 36 ribu ton sebagai 

penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor daging kerbau beku total 

sebanyak 100 ribu ton pada tahun 2022 ini. Sejauh mana distribusi 

penyaluran dagung kerbau beku ini? Perum Bulog memaparkan: 
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III. REKOMENDASI 

 

1. Rekomendasi dari Kunjungan Kerja Panja Pangan dan Barang Kebutuhan 

Pokok Komisi VI DPR RI ke Sragen, Jawa Tengah sebagai berikut:  

a. Peran Bulog dalam upaya mendukung terwujudnya Ketahanan Pangan 

Nasional dinilai sangat penting untuk itu Panja Pangan dan Barang 

Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI mendukung Perum Bulog untuk 

mempercepat transformasi digitalisasi perusahaan dalam memantau 

ketersediaan stok pangan nasional terutama beras dan memberikan 

laporan kepada lebih akurat dan resmi kepada pemerintah. 

 

b. Terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan Pangan Nasional, Panja 

Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI meminta 

Perum Bulog agar memberikan laporan perkembangan terkini (update) 

secara tertulis terkait situasi pangan dan permasalahan yang 

dihadapinya ke Komisi VI DPR RI secara berkala selambatnya dalam 3 
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bulan sekali. 

 
 

KETUA TIM KUNKER PANJA PANGAN DAN BARANG 
KEBUTUHAN POKOK KOMISI VI DPR RI 

SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH 
 

TTD. 
 

M. SARMUJI, SE, M.SI. 
A-318 
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LAMPIRAN FOTO KEGIATAN  

  

 
Tim Kunjungan Kerja Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI 

berfoto bersama seusai diskusi pendalaman dengan Perum Bulog di Sragen Jawa 
Tengah 
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Pimpinan Tim Kunjungan Kerja Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi 
VI DPR RI, M. Sarmuji, S.E., M.Si. memberikan sambutan saat membuka rapat 

Pendalaman dengan Perum Bulog  
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Anggota Tim Kunjungan Kerja Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi 

VI DPR RI saat melihat langsung Rice Mills Centre milik Perum Bulog   
***  

 


